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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan karunia-Nya, penyusunan buku ajar “Birokrasi Indonesia”
ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah
satu upaya untuk menyediakan bahan bacaan yang komprehensif
dan relevan bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta siapa pun
yang tertarik untuk memahami seluk-beluk birokrasi di negeri ini.

Birokrasi, sebagai tulang punggung pemerintahan dan mesin
pelayanan publik, merupakan entitas yang kompleks dan senantiasa
dinamis. Ia adalah cerminan dari perjalanan sejarah, pertarungan
politik, dan denyut nadi sosial sebuah bangsa. Memahami birokrasi
Indonesia berarti memahami sebagian besar dari cara kerja negara
kita. Oleh karena itu, kehadiran sebuah referensi yang mampu
memotret perjalanan birokrasi secara utuh—dari akar teoretis, jejak
historis, hingga tantangan kontemporer dan visi masa depan—
menjadi sangat penting.

Buku ajar ini dirancang dengan pendekatan berbasis
Outcome-Based Education (OBE), di mana setiap bab disusun
secara sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran yang jelas.
Pembahasan dimulai dengan pengenalan konsep dan teori dasar,
dilanjutkan dengan penelusuran evolusi birokrasi Indonesia dari
era pra-kemerdekaan hingga pasca-reformasi. Bagian selanjutnya
didedikasikan untuk mengupas isu-isu krusial yang paling relevan
saat ini, seperti reformasi birokrasi, politisasi, desentralisasi,
pelayanan publik digital, etika, manajemen kinerja, hingga pentingnya
membangun birokrasi yang adaptif. Sebagai penutup, buku ini
mengajak pembaca untuk becermin pada praktik terbaik dari negara
lain dan merumuskan visi masa depan birokrasi Indonesia yang ideal.

Setiap bab dilengkapi dengan berbagai elemen pendukung
pembelajaran, seperti pendahuluan, rangkuman, soal evaluasi, bahan
diskusi, dan studi kasus kontekstual untuk mendorong analisis kritis.
Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan,



tetapi juga pemantik diskusi dan inspirasi bagi lahirnya gagasan-
gagasan baru untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang
membangun dari para pembaca akan kami terima dengan tangan
terbuka demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga
buku ajar ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan bagi upaya kita
bersama mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional, bersih,
dan melayani.

Selamat membaca.

Hormat kami,

Tim Penyusun
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BAB 1

PENGANTAR STUDI BIROKRASI

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi, konsep kunci, serta asal-usul istilah
birokrasi secara komprehensif.

2. Menganalisis teori birokrasi rasional-legal dari Max Weber,
termasuk karakteristik utama serta relevansinya di era modern.

3. Mengidentifikasi dan menguraikan posisi serta peran
strategis birokrasi dalam sistem politik, khususnya sebagai
implementator kebijakan dan sumber keahlian.

4. Mengevaluasi secara kritis hubungan dinamis antara birokrasi
dan demokrasi.

5. Membedakan antara konotasi positif dan negatif yang melekat
pada istilah birokrasi dalam wacana publik dan akademik.

Pendahuluan

Birokrasi merupakan sebuah fenomena yang tidak terpisahkan
dari denyut nadi kehidupan negara modern. Keberadaannya sebagai
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan menjadi elemen
fundamental yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan
warga negara, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, hingga penegakan hukum. Sebagai sebuah
sistem, birokrasi dirancang untuk menerjemahkan berbagai kebijakan
publik yang bersifat abstrak menjadi tindakan nyata yang dapat
dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karena itu, memahami
birokrasi bukan hanya sekadar mempelajari sebuah struktur
organisasi, melainkan juga mendalami mesin penggerak utama dalam
administrasi publik yang memiliki peran strategis dalam menentukan
keberhasilan tujuan-tujuan negara.

Studi mengenai birokrasi menjadi krusial karena kompleksitas
peran yang diembannya. Di satu sisi, birokrasi dipandang sebagai
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instrumen rasional yang esensial untuk mencapai efisiensi dan
efektivitas dalam pengelolaan organisasi berskala besar. Namun, di sisi
lain, istilah ini sering kali dibayangi oleh citra negatif, seperti prosedur
yang berbelit-belit, kekakuan, dan kelambanan, yang pada akhirnya
dapat menghambat kualitas pelayanan publik. Dualisme citra ini
menunjukkan adanya ketegangan antara konsep ideal birokrasi dan
realitas implementasinya di lapangan, sebuah diskursus yang terus
berkembang seiring dengan perubahan tuntutan masyarakat dan
tantangan zaman.

Bab ini akan menjadi gerbang awal untuk menjelajahi
dunia birokrasi secara akademis. Pembahasan akan dimulai dari
penelusuran akar etimologis dan definisi-definisi kunci untuk
membangun pemahaman dasar yang kokoh. Selanjutnya, kita akan
mendalami pemikiran salah satu tokoh paling berpengaruh dalam
studi birokrasi, Max Weber, dengan teori tipe idealnya yang menjadi
landasan bagi banyak analisis birokrasi modern. Bab ini juga akan
mengupas tuntas posisi dan peran strategis birokrasi dalam sistem
politik yang lebih luas, menyoroti fungsinya sebagai pelaksana
kebijakan, sumber keahlian, serta dinamika hubungannya dengan
prinsip-prinsip demokrasi.

1.1 Definisi dan Konsep Kunci Birokrasi

Membedah konsep birokrasi memerlukan pemahaman yang
melampaui persepsi umum yang sering kali bersifat simplistis.
Istilah ini, yang telah menjadi bagian dari leksikon politik dan sosial,
memiliki kedalaman makna yang berevolusi seiring waktu. Untuk
itu, penelusuran jejak etimologisnya menjadi langkah pertama yang
penting guna mengungkap makna asli dan pergeseran konseptual
yang terjadi. Pemahaman ini memberikan fondasi untuk melihat
birokrasi tidak hanya sebagai sebuah kata, tetapi sebagai sebuah
konsep yang lahir dari konteks historis dan intelektual tertentu, yang
pada awalnya merujuk pada kekuasaan yang dijalankan dari balik
meja oleh para pejabat.

Selanjutnya, pemahaman konseptual birokrasi perlu diperluas
ke dalam tiga dimensi yang saling terkait: sebagai struktur organisasi,
sebagai sebuah proses, dan sebagai kumpulan aktor pemerintahan.
Sebagai organisasi, birokrasi merujuk pada tatanan hierarkis dengan
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aturan formal yang jelas. Sebagai proses, ia mencakup prosedur
dan mekanisme kerja yang terstandardisasi untuk menjalankan
fungsi-fungsi administrasi. Sementara itu, sebagai aktor, birokrasi
adalah para pejabat atau aparatur negara yang secara aktif terlibat
dalam implementasi kebijakan. Pemahaman multidimensional
ini memungkinkan kita untuk menganalisis birokrasi secara lebih
holistik, sekaligus membuka jalan untuk memahami mengapa istilah
ini dapat memunculkan konotasi yang sangat bertolak belakang, dari
citra positif sebagai simbol rasionalitas hingga citra negatif sebagai
sumber inefisiensi.

1.1.1 Asal Usul Kata dan Pengertian Birokrasi secara Etimologis

Secara etimologis, istilah “birokrasi” merupakan gabungan
dari dua akar kata yang berasal dari bahasa yang berbeda, yang
merefleksikan asal-usulnya dalam konteks administrasi pemerintahan
Eropa. Kata “bureau” berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah
berarti “meja tulis” atau “kantor’, tempat para pejabat pemerintah
bekerja. Istilah ini kemudian digabungkan dengan kata “kratos”
dari bahasa Yunani, yang berarti “kekuasaan” atau “pemerintahan”.
Dengan demikian, penggabungan kedua kata tersebut melahirkan
makna harfiah “pemerintahan oleh meja” atau “kekuasaan oleh para
pejabat” (Sawir, 2020, sebagaimana dikutip dalam). Pengertian ini
pertama kali dipopulerkan pada abad ke-18 oleh seorang fisiokrat
Prancis, Vincent de Gournay, untuk menggambarkan sistem
pemerintahan Prusia pada masa itu yang dijalankan oleh para
aparatur negara dari balik meja kerja mereka (Thoha, 2003).

Penggunaan awal istilah ini sudah mengandung nuansa
kritik, menyoroti pergeseran kekuasaan dari kaum aristokrat ke
kelas pejabat administratif yang tidak dipilih. Makna etimologis ini
menggarisbawahi bahwa sejak awal kemunculannya, konsep birokrasi
secara inheren terikat pada gagasan tentang pelaksanaan kekuasaan
melalui aparatur negara yang bekerja dalam sebuah tatanan
administratif yang formal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), birokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang
dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang
pada hierarki dan jenjang jabatan. Definisi ini sejalan dengan



4 Birokrasi Indonesia

akar etimologisnya yang menekankan pada peran sentral pegawai
pemerintah dalam menjalankan roda administrasi negara.

Dari penelusuran etimologis tersebut, dapat dipahami bahwa
birokrasi pada intinya adalah sebuah sistem di mana otoritas dan
fungsi pemerintahan dieksekusi oleh para pejabat yang diangkat,
bukan dipilih, dan bekerja berdasarkan prosedur yang telah
ditetapkan. Hegel dan Karl Marx, meskipun dari perspektif yang
berbeda, juga melihat birokrasi sebagai instrumen yang menjembatani
kepentingan partikular dengan kepentingan umum negara. Dengan
demikian, pemahaman etimologis ini memberikan landasan penting
untuk melihat birokrasi sebagai sebuah fenomena kekuasaan yang
terlembagakan dalam struktur administrasi modern, yang dijalankan
oleh korps pejabat profesional.

1.1.2 Birokrasi sebagai Organisasi, Proses, dan Aktor
Pemerintahan

Memahami birokrasi secara utuh menuntut kita untuk
melihatnya dari tiga lensa konseptual yang berbeda namun saling
melengkapi: sebagai sebuah organisasi, sebagai suatu proses, dan
sebagai kumpulan aktor. Sebagai sebuah organisasi, birokrasi
merujuk pada struktur formal yang dirancang untuk mengelola
tugas-tugas berskala besar secara sistematis. Struktur ini dicirikan
oleh adanya hierarki wewenang yang jelas, di mana setiap tingkatan
memiliki tanggung jawab dan jalur komando yang terdefinisi, serta
pembagian kerja yang terspesialisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi
adalah kerangka kerja atau wadah tempat kegiatan administrasi
berlangsung, yang tidak terbatas hanya pada sektor publik, tetapi
juga dapat ditemukan di organisasi swasta besar seperti perusahaan
multinasional atau universitas.

Sebagai sebuah proses, birokrasi mengacu pada serangkaian
prosedur, aturan, dan mekanisme kerja yang terstandardisasi
yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan dan memberikan
pelayanan. Fokusnya adalah pada “bagaimana” pekerjaan itu
dilakukan: melalui alur yang telah ditetapkan, penggunaan formulir
standar, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada peraturan
tertulis, bukan pada preferensi pribadi. Dalam dimensi ini, birokrasi
disamakan dengan administrasi publik itu sendiri, yaitu proses
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pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan publik secara
efisien dan rasional. Perspektif proses ini menyoroti upaya birokrasi
untuk menciptakan keteraturan, prediktabilitas, dan konsistensi
dalam setiap tindakan administratif yang diambil.

Terakhir, birokrasi dapat dipahami sebagai kumpulan aktor
pemerintahan, yaitu para pejabat atau aparatur sipil negara yang
secara kolektif menjalankan fungsi-fungsi negara. Para aktor ini,
yang sering disebut sebagai birokrat, adalah individu-individu yang
diangkat berdasarkan kualifikasi teknis untuk mengisi jabatan-jabatan
dalam struktur organisasi. Mereka adalah pelaksana kebijakan
(implementator) yang menerjemahkan keputusan-keputusan politik
menjadi tindakan nyata di lapangan. Dalam perannya sebagai
aktor, birokrasi tidak hanya pasif menjalankan perintah, tetapi juga
aktif memberikan masukan, data, dan keahlian teknis kepada para
pengambil keputusan politik, yang menjadikan mereka pemain
penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

1.1.3 Konotasi Birokrasi: Positif (Rasionalitas, Efisiensi) dan
Negatif (Kaku, Lamban)

Dalam wacana publik dan akademik, istilah birokrasi sering
kali memunculkan citra yang ambigu dan kontradiktif, terbelah
antara konotasi positif dan negatif. Konotasi positif birokrasi sangat
dipengaruhi oleh pandangan Max Weber, yang melihatnya sebagai
bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien untuk mengelola
masyarakat modern yang kompleks. Dari perspektif ini, birokrasi
adalah instrumen yang dirancang untuk mencapai tujuan secara
efektif melalui penerapan aturan yang jelas, impersonalitas, dan
spesialisasi. Adanya prosedur yang terstandardisasi memastikan
bahwa setiap kasus diperlakukan secara adil dan konsisten,
mengurangi potensi favoritisme dan kesewenang-wenangan,
sehingga reformasi birokrasi yang berhasil seringkali diukur dari
peningkatan efisiensi dan transparansi.

Di sisi lain, konotasi negatif birokrasi jauh lebih populer dalam
percakapan sehari-hari dan sering kali mendominasi persepsi publik.
Istilah ini identik dengan prosedur yang berbelit-belit (red tape),
kelambanan, kekakuan (rigidity), dan ketidakmampuan beradaptasi
terhadap perubahan. Birokrasi sering dianggap sebagai labirin aturan
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yang tidak perlu, yang justru menghambat penyelesaian masalah dan
membuat pelayanan publik menjadi tidak efisien. Citra negatif ini
diperparah oleh berbagai “penyakit” atau patologi birokrasi seperti
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang membuat masyarakat
merasa frustrasi dan enggan berurusan dengan aparatur pemerintah.
Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas
birokrasi sebagai sistem rasional dan realitas praktiknya yang sering
kali disfungsional.

Dualisme konotasi ini pada dasarnya mencerminkan dua
sisi dari mata uang yang sama. Karakteristik yang dirancang untuk
menciptakan efisiensi dan keadilan, seperti aturan formal dan
hierarki, justru dapat menjadi sumber kekakuan dan kelambanan
jika diterapkan secara berlebihan atau tanpa fleksibilitas. Penekanan
pada kepatuhan terhadap prosedur, yang dimaksudkan untuk
menjamin akuntabilitas, dapat bergeser menjadi tujuan itu sendiri
(goal displacement), di mana para birokrat lebih mementingkan
pemenuhan aturan daripada pencapaian hasil atau kepuasan
publik (Merton, sebagaimana dikutip dalam). Oleh karena itu,
tantangan utama dalam studi dan praktik birokrasi adalah bagaimana
memaksimalkan aspek positifnya seraya memitigasi dampak negatif
yang melekat padanya.

1.2 Teori Birokrasi Klasik Max Weber

Pembahasan mengenai birokrasi modern tidak akan pernah
lengkap tanpa merujuk pada karya monumental dari Max Weber,
seorang sosiolog dan ekonom politik asal Jerman. Weber merupakan
pemikir pertama yang secara sistematis menganalisis birokrasi
sebagai sebuah fenomena sosial dan menempatkannya dalam
kerangka rasionalitas yang lebih luas. Melalui konsep “tipe ideal’, ia
tidak bermaksud menggambarkan realitas birokrasi yang ada secara
sempurna, melainkan membangun sebuah model konseptual murni
sebagai alat analisis untuk mengukur dan membandingkan berbagai
bentuk organisasi di dunia nyata. Tipe ideal birokrasi Weberian ini
menjadi tolok ukur (benchmark) yang hingga kini terus digunakan
untuk memahami struktur dan cara kerja administrasi negara modern.

Pendekatan Weber terhadap birokrasi secara fundamental
berbeda dari konotasi negatif yang sering melekat padanya. Baginya,
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birokrasi rasional-legal adalah puncak dari perkembangan organisasi
manusia, sebuah mesin administrasi yang secara teknis paling unggul,
presisi, stabil, dan efisien dibandingkan bentuk-bentuk organisasi
sebelumnya yang didasarkan pada tradisi atau karisma. Dalam
subbab ini, kita akan mengupas tuntas konsep tipe ideal tersebut,
merinci setiap karakteristik utamanya, mulai dari hierarki hingga
impersonalitas. Selain itu, akan dibahas pula relevansi pemikiran
Weber dalam konteks pemerintahan kontemporer serta kritik-kritik
yang muncul seiring dengan perubahan zaman dan kompleksitas
tantangan yang dihadapi oleh birokrasi modern.

1.2.1 Konsep Tipe Ideal Birokrasi Rasional-Legal

Konsep “tipe ideal” (ideal type) yang dikemukakan oleh Max
Weber adalah sebuah konstruksi analitis yang sengaja dibentuk dengan
menonjolkan karakteristik-karakteristik esensial dari suatu fenomena
sosial untuk memfasilitasi pemahaman dan perbandingan. Penting
untuk dicatat bahwa kata “ideal” di sini tidak bermakna “sempurna”
atau “yang paling diinginkan’, melainkan merujuk pada bentuknya
yang murni dan logis secara konseptual (Weber, 1947, sebagaimana
dikutip dalam Ritzer & Stepnisky, 2017). Tipe ideal birokrasi, oleh
karena itu, bukanlah deskripsi empiris dari satu birokrasi tertentu,
melainkan sebuah model abstrak yang merangkum ciri-ciri inti dari
sebuah administrasi yang beroperasi sepenuhnya di bawah otoritas
rasional-legal. Otoritas ini bersumber dari sistem aturan dan hukum
yang berlaku secara impersonal, bukan dari warisan (tradisional) atau
kualitas pribadi seorang pemimpin (karismatik).

Dalam kerangka pemikiran Weber, kemunculan birokrasi
rasional-legal merupakan konsekuensi logis dari proses rasionalisasi
yang melanda masyarakat Barat, di mana cara berpikir yang didasarkan
pada kalkulasi, efisiensi, dan penguasaan teknis menggantikan cara
berpikir yang berlandaskan pada magi, tradisi, atau nilai-nilai suci.
Birokrasi menjadi manifestasi paling nyata dari rasionalitas ini dalam
ranah administrasi. Menurut Weber (1922/1978), bentuk organisasi
ini secara teknis superior karena kemampuannya untuk mencapai
tingkat presisi, kecepatan, kejelasan, kontinuitas, dan efisiensi yang
tidak tertandingi. la memandang birokrasi sebagai mesin sosial yang
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paling efektif untuk mengelola tugas-tugas kompleks dalam skala
besar, baik di sektor pemerintahan, militer, maupun industri.

Tipe ideal birokrasi rasional-legal ini didasarkan pada
keyakinan bahwa otoritas dijalankan melalui seperangkat aturan
hukum yang abstrak dan berlaku untuk semua orang, termasuk
mereka yang memegang kekuasaan. Para pejabat atau birokrat
menjalankan wewenang bukan atas nama pribadi, melainkan sebagai
perwujudan dari jabatan impersonal yang mereka duduki. Ketaatan
tidak diberikan kepada individu, tetapi kepada tatanan hukum yang
sah. Dengan demikian, konsep tipe ideal ini menjadi alat ukur yang
sangat berguna bagi para peneliti dan praktisi untuk menganalisis
sejauh mana sebuah organisasi di dunia nyata mendekati atau
menyimpang dari model rasional-legal, serta untuk mengidentifikasi
sumber-sumber efisiensi maupun disfungsi di dalamnya (Albrow,
1970).

1.2.2 Karakteristik Utama: Hierarki, Spesialisasi, Aturan Formal,
Impersonalitas

Untuk mencapai efisiensi teknis yang superior, tipe ideal
birokrasi Weberian dibangun di atas beberapa karakteristik utama
yang saling menopang. Pertama adalah hierarki otoritas yang
terstruktur secara piramidal dan jelas. Setiap pejabat memiliki posisi
yang terdefinisi dalam rantai komando, dengan lingkup wewenang
dan tanggung jawab yang spesifik. Struktur ini memastikan adanya
pengawasan dari pejabat di tingkat yang lebih tinggi terhadap
bawahannya, menciptakan jalur komunikasi dan akuntabilitas yang
teratur dari atas ke bawah. Menurut Weber, hierarki yang tegas ini
penting untuk menjaga disiplin dan koordinasi dalam organisasi
berskala besar, memastikan bahwa perintah dapat dieksekusi secara
konsisten di seluruh tingkatan (Weber, 1922/1978).

Karakteristik kedua adalah spesialisasi atau pembagian kerja
yang didasarkan pada kompetensi fungsional. Setiap unit dan individu
dalam birokrasi memiliki tugas-tugas spesifik yang harus dilaksanakan
sesuai dengan keahlian teknis mereka. Pengangkatan dan promosi
pejabat didasarkan pada kualifikasi, seperti ijazah pendidikan atau
hasil ujian (sistem merit), bukan berdasarkan hubungan personal atau
status sosial. Spesialisasi ini memungkinkan pengembangan keahlian
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yang mendalam dan peningkatan efisiensi karena setiap orang fokus
pada bidang yang dikuasainya, sebagaimana ditekankan oleh Shafritz,
Russell, dan Borick (2016) dalam analisis mereka mengenai teori
organisasi klasik. Hal ini menciptakan korps pejabat yang profesional
dan mampu menangani masalah-masalah teknis yang kompleks.

Ketiga, seluruh aktivitas birokrasi diatur oleh aturan-aturan
formal yang tertulis, rinci, dan relatif stabil. Keputusan dan tindakan
administratif diambil berdasarkan interpretasi terhadap peraturan
yang ada, bukan berdasarkan kebijaksanaan atau preferensi
pribadi pejabat. Aturan formal ini bertujuan untuk menciptakan
keseragaman, prediktabilitas, dan kontinuitas dalam penyelenggaraan
administrasi. Keempat, dan yang paling fundamental, adalah prinsip
impersonalitas. Hubungan antara pejabat dengan pejabat lain, serta
antara pejabat dengan publik, harus bersifat formal dan berjarak
(detached). Peraturan diterapkan secara objektif tanpa memandang
bulu, bebas dari sentimen pribadi, kasih sayang, maupun kebencian.
Impersonalitas ini, menurut Weber, adalah jaminan utama untuk
tercapainya keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (Ritzer &
Stepnisky, 2017).

1.2.3 Relevansi dan Kritik terhadap Teori Weber di Era Modern

Meskipun dirumuskan lebih dari seabad yang lalu, teori
birokrasi Weber tetap memiliki relevansi yang luar biasa dalam
memahami organisasi pemerintahan modern. Karakteristik-
karakteristik seperti hierarki, spesialisasi, dan aturan formal masih
menjadi tulang punggung bagi hampir semua lembaga pemerintah
di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Konsep sistem merit sebagai
dasar rekrutmen dan promosi aparatur sipil negara (ASN) merupakan
perwujudan langsung dari gagasan Weber tentang kompetensi teknis.
Demikian pula, penekanan pada aturan formal dan impersonalitas
menjadi landasan bagi upaya pemberantasan korupsi dan penciptaan
good governance, di mana pelayanan publik harus diberikan secara
adil dan tidak diskriminatif (Olsen, 2006). Teori Weber menyediakan
kerangka dasar untuk mendiagnosis masalah birokrasi dan
merancang reformasi yang bertujuan meningkatkan rasionalitas dan
efisiensi.
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Namun, seiring berjalannya waktu, teori Weber juga menuai
banyak kritik. Salah satu kritik utama datang dari para pemikir
seperti Robert Merton, yang menyoroti adanya “disfungsi” birokrasi.
Menurut Merton (1940), penekanan berlebihan pada aturan dapat
menyebabkan “ritualisme birokratik’, di mana kepatuhan pada
prosedur menjadi lebih penting daripada pencapaian tujuan
organisasi. Hal ini dapat membuat birokrasi menjadi kaku, tidak
inovatif, dan lamban merespons perubahan lingkungan. Kritik lain
menyoroti bahwa prinsip impersonalitas, meskipun ideal, dalam
praktiknya sulit diwujudkan dan dapat menciptakan dehumanisasi,
baik bagi pegawai maupun masyarakat yang dilayani. Birokrasi bisa
menjadi “sangkar besi” (iron cage) yang membelenggu kreativitas dan
semangat manusia.

Di era modern yang ditandai oleh globalisasi, perkembangan
teknologi informasi, dan tuntutan publik yang semakin meningkat,
model birokrasi Weberian dianggap terlalu kaku dan hierarkis.
Gerakan New Public Management (NPM) dan Reinventing Government
mengkritik model klasik ini karena dianggap tidak cukup fleksibel,
responsif, dan berorientasi pada pelanggan (Osborne & Gaebler,
1992). Mereka menawarkan model alternatif yang lebih ramping,
terdesentralisasi, dan berorientasi pada hasil. Meskipun demikian,
kritik-kritik ini tidak serta-merta menafikan seluruh warisan Weber.
Sebaliknya, mereka justru memicu dialog berkelanjutan tentang
bagaimana mengadaptasi prinsip-prinsip rasionalitas birokrasi agar
sesuai dengan tantangan zaman, sebuah perdebatan yang tetap
menjadi inti dari studi administrasi publik hingga saat ini.

1.2.4 Peran Birokrasi dalam Negara Modern menurut Weber

Dalam analisis Max Weber, peran birokrasi dalam negara
modern tidak dapat dipisahkan dari konsep dominasi atau kekuasaan
(Herrschaft). Ia berpendapat bahwa birokrasi adalah instrumen
kekuasaan yang paling efektif dan tak terhindarkan bagi penguasa
politik untuk memerintah wilayah yang luas dan populasi yang besar.
Tanpa aparatur administratif yang permanen, profesional, dan dapat
diandalkan, mustahil bagi negara modern untuk menjalankan fungsi-
fungsi esensialnya, seperti memungut pajak, mengerahkan militer,
menegakkan hukum, dan menyediakan layanan publik secara merata



